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RINGKASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Pemilik Kos tentang 

Kebijakan Pajak Rumah Kos Di Kota Malang dan untuk mengetahui alasan pemilik 

kos tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak rumah kos. Dan sampel 

yang diambil sebanyak 15 responden. Jenis penelitian yang dipakai adalah 

kualitatif, dan metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik 

pengumpulan data observasi, wawancara, studi menulis dan dokumentasi. Metode 

penyelidikan informasi adalah pengurangan informasi, penyajian informasi, 

pencapaian penentuan. Konsekuensi dari ulasan ini menunjukan bahwa, persepsi 

pemilik penginapan sehubungan dengan kebijakan pajak indekos masih kurang. 

Karena tidak adanya sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah belum 

melaksanakan secara merata atau belum menjangkau indekos lainnya. Jadi 

pemahaman dan informasi pengusaha rumah kos tentang pajak rumah kos masih 

kurang. Sehingga terdapat 8 pemilik penginapan yang telah mengikuti sosialisasi 

biaya motel,dan terdapat 7 indekos yang belum mengikuti sosialisasi. 

Kata kunci: Pengeluaran, Tugas Motel, Persepsi, Pajak Daerah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kota Malang salah satunya daerah dengan potensi pajak daerah yang bagus. 

Oleh sebab itu, pemerintah Kota Malang memanfaatkan potensi tersebut untuk 

meningkatkan dan meratakan pembangunan di Kota Malang sekaligus memajukan 

kota Malang dengan julukan kota Apel tersebut. Potensi Pajak Daerah Kota Malang 

selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Kota Malang juga memiliki 

keindahan alam dan menjadi destinasi wisata yang memikat untuk dikunjungi, 

sehingga banyak wisatawan yang menjadi Kota Malang sebagai tujuan destinasi 

mereka. Seiring meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota 

Malang, diiringi juga dengan pesatnya pembangunan hotel. Dengan pesatnya 

pembangunan penginapan di Kota Malang, juga meningkatkan penerimaan pajak 

penginapan, terbukti pajak hotel menjadi pajak penyumbang terbesar kelima dari 

sembilan pajak daerah di Kota Malang. Pajak penginapan merupakan biaya 

administrasi yang diberikan oleh penginapan. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 16 

Tahun 2010, penginapan adalah fasilitas penyediaan administrasi perumahan atau 

peristirahatan termasuk administrasi terkait lainnya dengan biaya, yang juga 

mencakup penginapan, motel, hotel, dengan lebih dari sepuluh penginapan. Selain 

destinasi, Kota Malang juga menjadi kota pendidikan karena ada beberapa 

Perguruan Tinggi terkemuka berada di kota malang yang memiliki banyak 

mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia maupun berasal dari Luar Negeri. 

Dengan banyaknya pelajar yang menempuh pendidikannya di Kota Malang, 

motel menjadi salah satu tempat tinggal pilihan mahasiswa selama menempuh 
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pendidikan di Kota Malang, Sehingga tidak heran banyaknya bisnis kos di Kota 

Malang. Berdasarkan data dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, 

sehingga bulan april 2018 terdapat 988 rumah kos yang terdaftar. Bisnis rumah kos 

menjadi bisnis yang menjanjikan bagi orang-orang yang tinggal di daerah dekat 

perguruan tinggi. Berdasarkan Peraturan Kepala Balai Kota Malang Nomor 20 

Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberdayaan Beban Lingkungan, maka motel 

adalah rumah yang menyewakan berbagai kamar yang disewakan oleh mahasiswa 

atau pekerja yang keberadaannya berada di wilayah kota tempat tinggalnya. 

kehadirannya harus dilaporkan terlebih dahulu kepada aparat desa setempat dan 

pembayaran tiap bulan. Dengan banyaknya bisnis penginapan, pendapatan kos juga 

menjadi salah satu penerimaan pendapatan daerah tidak bisa diabaikan.  

Kota Malang merupakan salah satu perkotaan yang memiliki berbagai 

perguruan tinggi ternama, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi 

swasta. Banyaknya perguruan tinggi di Kota Malang membuat banyak mahasiswa 

yang berasal dari berbagai kabupaten untuk kuliah. Hal tersebut menyebabkan 

kebutuhan akan tempat tinggal meningkat dan dari sinilah bisnis rumah kos banyak 

dibangun. Rumah kos yang ada di Kota Malang sangat bermacam-macam dari 

harga yang murah dengan fasilitas seadanya hingga harga yang mahal dengan 

fasilitas yang lengkap. Rumah kos adalah salah satu bisnis yang paling 

menggembirakan, pintu terbuka yang luar biasa dan relatif paling stabil terutama di 

Kota Malang. Dengan banyaknya penginapan di Kota Malang, ada pajak yang harus 

dibayarkan tetapi pada pelaksanaannya masih banyak yang tidak tahu tentang pajak 

rumah kos tersebut. 
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Sesuai Pergub Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 7 tentang 

Tugas Daerah. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut kewajiban adalah 

kewajiban yang dibebankan kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

unsur yang bersifat memaksa menurut undang-undang tanpa memperoleh imbalan 

secara langsung dan dipergunakan untuk kepentingan daerah bagi kemakmuran 

rakyat yang sebesar-besarnya.  

Pajak merupakan kewajiban wajib untuk Negara yang terutang oleh pribadi 

maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, tanpa imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan untuk kemakmuran 

rakyat. Pajak yang dibayarkan tidak mendapatkan imbalan secara langsung tetapi 

digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat daerah ( Suhendri, et. 

al, 2021). 

Kepatuhan WP adalah salah satu keadaan di mana WP akan benar-benar 

ingin langsung memenuhi semua komitmen tugas dan dapat membuat atas hal 

perpajakan. Masalah berkelanjutan dengan konsistensi terhadap kepatuhan WP 

antara pengetahuan, pendapatan serta kesadaran WP (S.Indah, et. al, 2021).  

Sesuai dengan peraturan nomor 33 tahun 2004 tentang keselarasan moneter 

antara legislatif pusat dan daerah, pendapatan daerah merupakan mata air dari gaji 

daerah yang akan digunakan untuk mendanai semua kebutuhan provinsi pada 

gilirannya acara. Salah satu Cushion area adalah dari area tugas dan tol dan tarifnya 

diubah melalui pedoman provinsi yang berbeda antara satu kabupaten dengan 

kabupaten lainnya. Bayaran dari daerah tugas ini bergantung pada konsistensi 

warga dalam menutupi biaya. 
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 Berdasarkan Kemandirian Daerah Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Provinsi, penyelenggaraan pemerintahan 

daerah menghadapi pintu-pintu terbuka yang berharga dan kesulitan-kesulitan yang 

berada di luar variabel-variabel hierarkis yang harus disikapi dengan cara-cara yang 

diperhitungkan secara pasti untuk mempengaruhi pelaksanaan pergantian daerah. . 

Sebagai pintu terbuka, diharapkan negara-negara tetangga dapat lebih terbuka atau 

diizinkan untuk mengarahkan dan menangani keluarga mereka sendiri, sehingga 

lebih mungkin untuk mencapai dan bekerja pada kelangsungan hidup dan 

produktivitas organisasi pemerintah untuk bekerja pada administrasi terbuka dan 

pelaksanaannya. kemajuan daerah sesuai dengan potensi, kemauan dan tujuan 

daerah setempat. Lagi pula, kemerdekaan provinsi adalah ujian terkait dengan 

kemampuan merencanakan otoritas pemerintah yang terampil dan cakap, serta 

mampu mendukung latihan peningkatan wilayah.   

  Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Penilaian Daerah dan Tugas Provinsi dalam Pasal 1 ayat 21 menyatakan: 

losmen adalah kantor yang memberikan biaya administrasi tempat 

tinggal/peristirahatan termasuk administrasi terkait lainnya, yang meliputi 

penginapan, hotel, gubuk industri perjalanan, losmen industri perjalanan, losmen, 

losmen, rumah tinggal dan semacamnya, serta motel dengan jumlah lebih dari 10 ( 

sepuluh) kamar. Perda kota malang nomor 16 tahun 2010 mengatur keberadaan 

tugas organisasi motel di kota malang dengan kecepatan 5 %.  

Salah satu faktor kekecewaan dalam memungut biaya penginapan, adalah 

ketangkasan pemilik motel untuk menghindari tarif pajak dengan merancang 
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jumlah kamar yang tidak terkena beban. Pemilik asrama membatasi kamar asrama 

hingga batas sembilan dari setiap satu bangunan,agar tidak dikenai pajak. 

1.2 Rumusan Masalah 

Definisi masalah Mengingat pondasinya telah selesai, masalah eksplorasi ini dapat 

dipecahkan adalah: 

1. Bagaimana pandangan pemilik penginapan tentang aturan tarif motel? 

2. Apa yang menyebabkan pemilik penginapan tidak memenuhi 

komitmennya dalam membayar biaya motel? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Poin-poin dari eksplorasi ini adalah: 

 1. Untuk mengetahui pemandangan pemilik motel terkait peraturan pajak 

rumah kos 

2. untuk mengenal alasan pemilik kos tidak memenuhi kewajibannya dalam 

membayar pajak kos. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 a. Bagi Peneliti 

 Semoga hasil eksplorasi ini bisa bermanfaat untuk peneliti sendiri untuk 

membuat dan menerapkan informasi yang diperoleh 

b. untuk pemilik pemilik motel   

Semoga pemilik penginapan di kota malang dapat lebih mengerti, 

memahami dan taat membayar 

tepat waktu pajak rumah kos itu sendiri. 
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c. Bagi Akademik  

Efek samping dari penelitian ini seharusnya memberikan data tambahan 

untuk pembaca. Selain itu, konsekuensi dari penelitian ini dipercaya 

dapat menjadi referensi bagi para ilmuwan masa depan. 

1.5.Batas/ Ruang Lingkup Penelitian 

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki usaha 

perumahan. Fokus dalam hipotesis ini adalah untuk mengetahui perspektif pemilik 

motel terhadap Prosedur Evaluasi Perumahan di Kota Malang. 
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